PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : §4 Tahun 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENDAMPING DESA/KELURAHAN DAN
KOORDINATOR PADA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Menimbang

Mengingat

—_

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan serta penyelesaian permasalahan secara teknis
pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping desal/kelurahan dan
koordinator di kabupaten Bengkalis.

bahwa - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara
pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping desal/kelurahan dan
koordinator di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),



e oD

sebagalmana telah dlubah terakhlr dengan Undang undang Nomor 12

’ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

‘Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik L

“]’Indonesm Nomor 4844), S

% Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan T

antara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Négara Repubhk

Indone5|a ~Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara L

ol Repubnk lndonesm Nomor 4438);

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk tndonesna Tahun‘

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan s

‘-,,}__2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesna
- Nomor 5234) ‘ : -

1 »;Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk indonesra Tahun 2005'.‘ :

10.
S Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone3|a Tahun 2005

' iPeraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansn

Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor

4503);; _ ; ‘
; Peraturén Pemerlntah Nomor 55" ~Tahun .~ 2605 tentang Dana
: ‘Pertmbangan (Lembaran Negara Repubhk indonesra Tahun 2005 Nomor
137; . e
Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasx =

" Nomor 138)

11

~“‘:Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndonesma Tahun 2005 s

."Peraturan Pemenntah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan*

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor

'4578)
12. ;
. Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah ‘
- (Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Tahun 2005 Nomor 165 :

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman‘ '

: Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesxa Nomor 4593),
13

’ "'Keuangan dan Kmer;a lnstanSI Pemerlntahan (Lembaran Negara |

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pélaporan~

Republlk IndoneS|a Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara ‘

: _Republlk lndonesna Nomor 4614)

‘ 14.>iPeraturan Pemenntah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan -

Pemenntahan antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Provinsi,dan -

: _E’emenntahan Daerah Kabupateanota (Lembaran ‘Negara™ Repubhk :

\ Indone3|a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk K

Indonesna Nomor 4737)



k"M‘e"netapkan .

715 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang l

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah dlubah_'.
dengan Peraturan Menten Dalam negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

 .16 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penatausahaan dah Penyusunan Laporan Penangguhgjawab
: Bendahara Serta Penyampalannya

’ 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 tentang

i Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten Bengkalls'
(Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Bengkans 2008 Nomor 07)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 tentang '

Pokok—Pokok Pengelo%aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
Kabupaten Bengkalls 2009 Nomor 03) ‘ '

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS

DAN FUNGSI PENDAMPING DESAIKELURAHAN DAN KOORDINATOR

PADA PROGRAM . PENINGKATAN | KEBERDAYAAN MASYARAKAT AREe

PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 201 2.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

E Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan -

1 Kabupaten adalah Kabupaten Bengkalls

E 2 Pemerintah Daerah adalah Bupatu dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggaray S

pemenntahan daerah.

_;;f: 3. Bupati adalah Bupatl Bengkalls

: 4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahl wﬂayah DesaIKelurahan

5. Pemerintahan desa adalah penyelenggraan urusan pemenntahan oleh pemenntah desa dan
i fk"Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentmgaﬁ Vfﬁasyafakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat |st|adat setempat yang dlaku1 dan dlhormatl dalam
R ,system Pemerintahan Negara Repubhk Indonesna r ‘

6. Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.




e A

Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya dlsmgkat BPD adalah Iembaga yang merupakan o

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemenntahan desa sebagai unsur -

penyelenggara pemerlntahan desa ,
Pendamping Desa petugas yang dltunjuk untuk memfasuhta5| keglatan pemberdayaan

~ masyaraKat dan pengelolaan Dana Usaha DesaIKelurahan sesual dengan Pedoman Umum =

dan Petunjuk Teknis pendamplng desa yang terdiri dari pendampmg desa bidang ekonomi -

-dan pendampmg desa bidang pembangunan yang ‘bekerja dnwnayah kerja mas:ng-ma ing
sesuai dengan surat keputusan dari pemenntahan kabupaten bengkahs ‘

Pendamping Desa Bidang Pembangunan selanjutnya dlsebut Pendampmg Pembangunan i

- yaitu mereka yang telah dlseleKSI dan dlangkat dengan Keputusan Bupati serta diberikan -

'penghasﬂan sesual dengan peraturan yang ber!aku dengan tugas untuk mendamplngl -

" Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam” merencanakan melaksanakan,’

10
3 ‘sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tugas untuk mendamplngl desalkelurahanf} ER

11
i  Kabupaten, yaitu mereka yang te!ah dfseleka dan dfangkat dengan Keputusan Bupatt dan‘: : e

mengawasi, mengevaiuasn dan melaporkan seluruh tahapan keglatan Pembangunan desa. - R
Pendamping Desa Bldang Ekonom| selanjutnya dlsebut Pendamplng Ekonoml,yaltu mereka s -
‘'yang teiah diseleksi dan dtangkat dengan Keputusan Bupatt serta diberikan penghasrfan

dalam memngkatkan kemampuan ke\embagaan perekonomlan di Desa v : kEi
Koordinator Pendamplng Desa Ti mgkat Kabupaten selanjutnya dlsebut Koordinator

: diberikan penghasnlan ‘sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tugas sebagal.

" evaluasi dan me!aporkan semua kegzatan pendampmgan kepada Bupatf melalui Kepala < i
-2

: Kecamatan yaitu mereka yang telah dlseleksa dan dlangkat dengan Keputusan Bupatl serta -
-~ diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tugas sebaga:‘ o

13,

‘koordinator semua keg\atan pendampmgan disemua desa dan Kecamatan dalam wﬂayah

kabupaten dan berkewajlban membenkan advokaS| blmblngan motlvaSI pengawasan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa Kabupaten Bengkahs ,
Koordinator Pendampmg Desa ngkat Kecamatan selanjutnya dlsebut Koordmator

koordinator pendamplngan dalam wnlayah kecamatan dan berkewajlban membenkan
“advokasi btmbtngan motwa& pengawasan evaluaSt dan' melaporkan semua kegiatan A

Pendamping Desa kepada Koordlnator Pendamplng Desa Tngkat Kabupaten |

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan d:smgkat PPKMP adalah ,’ i L

"‘program yang bertu;uan untuk’ mempercepat penanggulangan kemiskinan - melalur

o E pemberdayaan masyarakat penyedlaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordmasn setta
- sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partusnpatlf '
14,

Pedoman Umum dan Petun)uk Tekms adalah Pedoman yang mengatur secara umum dan

N Secara Teknis tentang penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten

15,

Bengkahs _ : o . e ‘ . :
Ketua Pelaksana T|m KoordmaS| Pemblnaan dan Pengendahan PPKMP adalah Kepala |
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa (BPM PD) Kabupaten Bengkalls

o . yang bertanggungjawab kepada Bupatn Bengkalls



16

‘Dana Usaha Desa adalah dana yang dlsedlakan Pemenntah Kabupaten Bengkahs dalam

- APBD melalw Bank Kepn Rlau dan BRI untuk DesaIKeIurahan dalam rangka pelaksanaan
“E Program Pemberdayaan Masyarakat d‘ kabupaten Bengkahs yang bertUJuan untuk

-'”«mendorong keglatan perekonomlan ’menlngkatkan keglatan berusaha masyarakat

'berpenghasﬂan rendah; menghlndarkan masyarakat dan praktek ijon, mendorong usaha

- sektor mformal untuk penyerapan tenaga ker]a dan memngkatkan peranan masyarakat

k_menabung secara tertlb bag| masyarakat

,1»7;

Rekenmg Dana Usaha Desa (DUD) adalah rekenlng yang dibuka oleh DesalKeIurahan pada -
i ‘Bank Riau Kepri cabanglunlt dan BRI Cabang/unlt yang dltunjuk untuk menenma Dana

’ Usaha Desa dan Pemenntah Kabupaten Bengkans

18.1

Pemegang Otontas Rekenlng Dana Usaha Desa adalah orang-orang yang berhak

: menanda’tangam penya!uran Dana Usaha Desa, dan rekemng Dana Usaha Desa ke rekemng

o UED/K-SP, yang terdiri dan Kepala DesalLurah Ketua LPM/LKMD dan Wakil Perempuan :
e *yang dtpmh mefalm musyawarah Desa/Kefurahan dltetapkan dengan keputusan desa dan

19,

disahkan oleh Bupatl

Pengawas umum Dana Usaha Desa adaiah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 5

) dltmgkat desa dan satu orang yang dlplllh melalw masyarakat kelurahan dltlngkat kelurahan

::V:{mengelola Dana Usaha Desa dan: dana yang berasal dan keglatan snmpan plnjam

; - yang d:tetapkan oleh kepala desa/lurah
- 20.
: 'Keuangan Mskro (LKM) - yang dxbentuk oleh DesalKelurahan melalua musyawarah untuk _

Usaha Ekonom| DesalKeIurahan S|mpan ijam yang dlsmgkat UEDIK-SP adalah Lembaga

o ;masyarakat

21
s ‘cabanglumt dan bank BRl yang dttunjuk untuk menampung dana pmjaman yang dlsalurkan :

‘Rekening UED/K adalah rekenlng yang dlbuka oleh pengelola UEDIK pada bank Rlau Kepn

| vdan rekenlng desa serta menampung pengembahan dana plnjaman dan masyarakat

22,
R ’menyalurkan dana keglatan S|mpan pinjam ‘masyarakat Desa/KeIurahan
23,

Rekening S:mpan Pinjam (SP) adalah rekemng yang secara khusus untuk menampung dan a

Pemanfaat Dana Usaha DesaIKelurahan adalah anggota masyarakat yang memanfaatkan :

o a;';FDana Usaha Desa dan memenuhl persyaratan sesuan Petunjuk Teknls

24,
o Kecamatan di Bank Kepri Rlau terdekat untuk menampung Dana- Usaha Desa dari Kas
oy Daerah untuk selan;utnya dl salurkan ke Rekenmg Dana Usaha Desa sesual dengan lokasn : =

Rekening lnduk adalah Rekemng G:ro yang d:buka oleh Pemenntah Kabupaten dan

Mi_,‘dan alokasi yang ditetapkan. -
25.

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memlhkl batas—batas wilayah . yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan '

k Vasal usul dan adat istiadat setempat yang dlakw dan dlhormatl dalam S|stem Pemenntahan

i Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26

Kelurahan adalah Wllayah kega Iurah sebagal perangkat Daerah Kabupaten l Kota dalam
w:layah ker]a Kecamatan




27

~ - masyarakat desalkelurahan dan untuk masyarakat desalkelurahan balk secara perorangan '

28

29,

Usaha perekonomlan desalkelurahan adalah semua: usaha ekonomn yang dlusahakan oleh

atau secara kelompok

Keputusan Desa adalah kebuaksanaan yang telah dltetapkan oleh kepala desa setelah : ‘
'd|musyawarahkanldlmufakatkan dengan badan pewvaknan desa seﬂa telah mendapatkan

pengesahan dari Bupatl S ,
Keputusan Kepafa Desa adalah kebuaksanaan yang merupakan peiaksanaan dari keputuSan

"ﬂ"-“desa yang menyangkut pemenntahan dan pembangunan ~di desa sepanjang tidak

‘ bertentangangn dengan kepentlngan umum maupun peraturan perundang-undangan yang

“:'fbeﬂaku

30,
o l‘bergerak dlbldang simpan’ plnjam dan merupakan m|||k masyarakat desalkelurahan yang

3

.32

- 33,

35
e pengadaan alat—alat tuhs kantor transportasn pengelola blaya keperluan kantor Ialnnya

Usaha Ekonoml Desa/Keturahan Slmpan Plnjam (UED/K—SP) adalah suatu lembaga yang

-chusahakan serta dlkelola oleh masyarakat desalkeiurahan _ _
.Pengelola UED/K—SP ada|ah warga masyarakat yang dlplllh melalm haSIl Musyawarah Desal- i
dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa terdm dari 4. (empat) orang yattu ketua, kasrr‘ ‘

dan tata usaha, staf anallsa kredlt yang tugasnya mengelola kegiatan UED/K-SP.
Pengembangan UEDIK-SP ada\ah Suatu upaya memngkatkan permoda\an dan menambah
]umlah modal UED/K-SP R PR o N o
Modal kerja UED/K-SP ada!ah Modal usaha untuk kegtatan bag: anggota dafam rangka

menumbuh kembangakan usaha-usaha ekonomu produktlf dlpedesaan dan kelurahan yang H
dananya bersumber dan APBD Kabupaten Bengkahs masyarakat lembaga perbankan dan " ‘

sumber — sumber Ialn yang sah dan tidak menglkat

. S:mpanan pokok ada!ah S;mpanan yang d:waﬂbkan kepada setrap anggota pada saat akan .

menjadi anggota. - , s :
Biaya operasional UEDIK-SP adalah B|aya yang dibutuhkan oleh UED/K-SP seperti

. secara bertahap

38,

' , Jembatan desalkelurahan gorong-gorong, pasar desa dll Tidak termasuk dalam keglatan “ e

Kegiatan Fisik adalah suatu pekerjaan lnfrastruktur Desalkelurahan sepem pembangunan

dan rehabilitasi sarana ‘dan prasarana Desalkelurahan rmsalnya 3alan desalkelurahan'.

i fisik yaitu pengadaan sarana kantor ( meubeler) penggandaan a!at tulls kantor dan hal—hal

.. yang sejenis dengan itu.

s

Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selan;utnya dlsmgkat RKA Desa adalah dokumen S G

perencanaan dan pengganggaran yang ‘berisi rencana pendapatan rencana belanja kegiatan

~dan desa serta rencana pemblayaan sebagai dasar penyusunan APBDesa.

S fv38. Program adalah penjabaran kebuakan desalkelurahan dalam bentuk upaya yang berisi satu -

 atau Ieblh keglatan dengan menggunakan sumber daya yang dlsedlakan untuk mencapan

hasil yang terukur sesuai dengan misi desa/kelurahan



30. Kegiatan adalah bagian dari'p'rovgram yang ‘dilaksanaan oleh kdesalkelur’ahan sebagai bagian

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdm dari sekumpulan tindakan -

' ":\‘pengerahan sumber daya baik yang berupa personll { sumber daya manu3|a ) ‘barang modal -

"’:termasuk peralatan dan teknologl dana atau komblnaS| dan beberapa atau kesemua jems‘f"”i

i sumber daya tersebut sebagal masukan (:nput) untuk menghasnkan keluaran (out pufl) dalam‘ '

- kbentuk barangfjasa

40

Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya dlsebut Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat ‘desa tentang e

~ . program dan keglatan yang akan dnaksanakan untuk periode 1-(satu) tahun.

a1

Rencana Pembangunan 'Jangka Menengah Desa yang selanjutnya dlsmgkat RPJMDes

B adalah dokumen perencanaan desa untuk penode 5 (llma) tahun

42

Alokasi Dana Desa adalah baglan dana Penmbangan keuangan Pusat dan Daerah yang :

47,d|tenma oleh Kabupaten untuk Desa sebagal salah satu ‘sumber Pembiayaan Program

Pemenntahan Desa dalam melaksanakan Keglatan Pemenntahan dan Pemberdayaan

o  Masyarakat.
- 43,

Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya dlsmgkat APBDes adalah rencana‘
keuangan tahunan pemenntahan desa yang dtbahas dan dlsetu1u1 bersama pemerintah desa v

3 kvdan Badan Pemusyawaratan Desa ‘dan dltetapkan dengan peraturan desa

, | BAB " Sooma e
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 7 |
PasalZ

(1) Keuangan desa dkelola berdasarkan azas—azas transparan akuntabel pamSIpatlf serta

" dilakukan dengan tertib dan d|5|pl|n anggaran

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlkelola dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran yakm mulai tanggal 1 Januan sampa| tanggal 31 Desember

BAB Ill
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDAMPING DESAIKELURAHAN

DAN KOORDIANTOR
Pasal 3

(1) Struktur organisasi Pendampmg Desa merupakan Struktur Orgamsasn PPKMP terdm dari dua

jalur yaitu jalur struktural dan. jalur fungsmnal yang mehputl pelaku mu|a| dan tlngkat -
desa/kelurahan sampa: ke tlngkat kabupaten ‘ ' ' ’




(2) Yang dlsebut dengan jalur struktural adalah pelaku—pelaku dan Aparatur Pemenntahan mulai

dari

- tingkat desalkelurahan kecamatan hlngga tlngkat kabupaten sedangkan jalur

fungsronal adalah pelaku- pelaku yang berasal dan komponen masyarakat profesronal dan'

~ swasta, terutama Fasmtator Program .
(3) Pénanggungjawab késeluruhan pelaksanaan PPKMP adalah Bupatl Bengkahs yang'.

mempunyal tugas membentuk dan menetapkan

a.

Tim Koordmasn Pemblnaan dan Pengendanan PPKMP Kabupaten dan’ Sekrétanat ‘

" Pembinaan PPKMP Kabupaten melalui SK Bupatl

Menyedlakan Dana Pembrnaan dan Admmrstrasr Proyek (PAP) Kabupaten untuk

mendukung pemblnaan dan pengendallan pelaksanaan PPKMP

(4) Tim pengarah dketual oleh Sekretans Daerah Kabupaten Bengkahs dan drbantu oleh Kepala

. Bappeda Kabupaten sebagal anggota yang benugas

a.

Mengkoordlnasrkan perencanaan dan pengenda]ran pelaksanaan PPKMP dan
program—program Sektoral dan Reglonal untuk mendukung keberhasﬂan pelaksanaan

 PPKMP.

b. Melakukan pemblnaan umum bagl kelancaran pelaksanaan PPKMP

Melakukan evaluasr mengenar perkembangan dan hasn pelaksanaan pengelolaan

| PPKMP serta menlndaklanjutl laporan pelaksanaan PPKMP

Membuat laporan bufanan kepada Bupatl

- (5) Tim Pelaksana d-,kéma-,‘areh‘ Kepa‘ta Badan Pémbérd'ayaan'Masyarakat‘ dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Bengkalis yang dlbantu oleh unsur Sekretariat Daerah Bappeda Unsur-

unsur Dmas terkart lamnya sebagar anggota dengan tugas sebagar benkut

a.

Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pembmaan dan Pengendalran PPKMP :
Kabupaten dalam penetapan lokasr kegratan PPKMP ' '
Melakukan Rapat KoordlnaS| bulanan bersama Fasrlrtator Program dan rapat
koordinasi triwulan dengan melrbatkan Dlnas dan Instansr terkait. S

’ Mel_akukan koordinasi dengan Tim Koo‘rdlnasrPembrnaan dan Pengendah'an PPKMP
~ Kabupaten dalam_rangka pérencanaan“ pelaKSanaan dan peIPeStarian PPKMP. o

Melakukan pémbinaan pengembangan peran ' serta masyarakat 'pembinaan
administrasi dan fasrlltaS| pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan keglatan .
PPKMP. : L | S
Membenkan dukungan pelayanan dan proses admmrstrasr dl Kabupaten

: Memantau mengevaluasr dan melakukan pembmaan teknls dalam seluruh tahapan ,

Program yang di koordrnasrkan dengan lnstansr terkalt di Kabupaten dan Kecamatan _
Menyelesaikan masalah yang memerlukan keternbatan Tlm Koordlnasr Pembmaan' ’
dan Pengendallan Kabupaten untuk kemudlan melaporkan masalah—masalah yang
periu penanganan dan Tim Pengarah dan Bupa’n Bengkahs |
Memberikan umpan balik kepada Tim Koordmasr Pemblnaan dan Pengandalran

i+ rKabupaten untuk dttmdakfanjutr dengan tembusan kepada Trm Pengarah dan Bupatt

Bengkalls sebagal laporan.




j.

Memantau dan membenkan data evaluasr kmerja Pendamplng DesaIKeIurahan yang

drtugaskan secara Objektlf
Membuat laporan bulanan kepada Tm Pengarah dan Bupatl Bengkal”s

Pasal 4

(1) Camat bertanggung jawab atas pemblnaan pelaksanaan peran ‘serta masyarakat dan
: benanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dengan tugas sebagai benkut

a.

Pembinaan terhadap pelaksanaan keglatan dltlngkat kecamatan dan desa/kelurahan

dibantu oleh unsur-unsur Pemenntahan Kecamatan lainnya.
Menyelenggarakan rapat tlngkat kecamatan untuk menjelaskan pnnsrp dan peraturan, _
Dana Usaha Desa/Kefurahan kepao‘a aparat tlngkat kecamatan

~ Memantau pelaksanaan proses pengusulan keglatan oleh desalkelurahan pada forum

MUSRENBANG.

‘Memantau pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada :
“Tim Koondmasr Pembmaan dan Pengendahan Kabupaten i
~»Membuat laporan bulanan kepada Bupatl mengenal pelaksanaan program Dana

o ff?Usaha DesalKe\urahan

(2) Kepa!a Desa/lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegratan PPKMP dan pe!estananh
Program PPKMP. it e ‘ :
(3) Kepala DesaILurah bertugas dan berkewajrban

a.

Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan

PPKMP. dan menyebarluaskannya kepada seluruh masyarakat desalkelurahan

Mengesahkan RPJM Des dan RPTD/K serta menyamparkan dokumen tersebut pada‘

E forum MUSRENBANG kecamatan - . ,
: Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha DesaIKelurahan

Menandatanganr dokumen Surat Per]anjlan Pemberran Plnjaman (SP3)

e Memantau réalrsa3| penyaluran dan pengembahan pmjaman Dana Usaha

i Desa/Kelurahan

Bersama-sama dengan Ketua LPM/LKMDIK Wak“ Masyarakat perempuan yang

~dipilih melalui musyawarah desa membuka rekenlng Dana Usaha Desa/Kelurahan o
~ pada bank yang drtetapkan D AR ,‘ ,
j Bersama-sama dengan Anggota Pemegang Otontas Rekenmg Dana Usaha
‘DesalKelurahan Iarnnya melakukan pemlndahbukuan (over booklng) dana sesuar el
~ dengan pengajuan UED/K-SP yang tertuang dalam Dokumen SP3.

Mengrkutr rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
kecamatan guna menyampalkan daftar keglatan bldang sektoral (RPJMDes dan
RPTD/K) : o ,; : ‘

Mendorong dan mengupayakan penyelesaran permasalahan yang terjadl i
desalkelurahan bersangkutan ‘" : , S Sl ”i Sy
Membuat laporan bulanan kepada Camat tentang perkembangan pelaksanaan

- PPKMP d\ desalkelurahan bersangkutan



Pasal 5

(1) Pengawasan Umum bertugas dan berkewajlban

a.

ch

Bersama Pendamplng Desa dan Pemenntah Desa/KeIurahan memberﬂ(an lnformas{ :
tentang keglatan PPKMP kepada masyarakat desalkelurahan ‘ ﬁ
Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan keglatan PPKMP, evaluasl
sasaran program serta pemanfaatannya AL S
Memastikan penyaluran Dana Usaha- Desa/Ke!urahan telah memenuhi syarat dan
ketentuan program yang berlaku. S |
Memantau reahsasn penyaluran dan pengemballan plnjaman Dana Usaha -

, Desa/Kelurahan

Mendorong masyarakat pemanfaat/pemmjam bertanggungjawab dalam pengelolaan .
Dana Usaha DesalKelurahan sehlngga pengemballan tepat waktu dan pergullran

‘ berjalan baik.

Bersama Kepala DesalLurah dan pelaku PPKMP lamnya menyampalkan hasu"'
musyawarah desa/kelurahan khususnya kegratan btdang sektorar kepada kecamatan
dan kabupaten : '

Menglkutl pe\aksanaan kegiatan PPKMP pada tahap perencanaan pelaksanaan dan Ly

pelestarlan/pergullran khususnya dalam pertemuan-pertemuan desalkelurahan
Mendatangam Surat Peqanjtan Pembenan Pm;aman (SPS)

(2) Ketua LPM/LKMDIK bertugas dan berkewajlban

a.

_Bersama Pendampmg Desalkelurahan dengan mehbatkan berbagat unsurlkelompok

masyarakat yang ada membenkan mformasn tentang keglatan Dana Usaha

»Desa/Kelurahan ' 3 S . _ i
" Membantu Kadeleurah melaksanakan pertemuan bersama Pendamplng Desaj: g

dengan Kepala“ Dusun dan mehbatkan berbagat unsurlkelompok masyarakat yang'
ada untuk memberikan mformasn tentang Dana Usaha DesalKelurahan

Bersama Pendampmg Desa/kelurahan dan Pengelo!a UED/K-SP mengumpulkan danw

membahas asplraS| masyarakat atau kelempok masyarakat serta merumuskannya' -

: menjadt draft usulan o R

. leantu Pendamplng Desa/KeIurahan menylapkan usulan termasuk rencana biaya
: untuk dlajukan ke MUSRENBANG kecamatan dan MUSRENBANG kabupatenw
VLPMILKMD/K harus menylmpan satu salman as|| (copy) dari setlap usulan yang

diajukan ke MUSRENBANGDES

‘Bersama kelompok masyarakat serta Pendampmg DesalKelurahan mengatur

persnapan pelaksanaan keglatan ; N S _ '
Ketua LPM/LKMDIK menandatangam sbeciment ‘f:pada ‘rekening Dana Usaha,
Desa/Kelurahan. e 8

(3) Dalam rangka memperlancar Pelaksanaan dan Pengendallan Keglatan PPKMP dan ngkat_ -

‘ Kabupaten hingga DesalKelurahan maka dlrekrut tenaga pendamplng fasulltator di tlngkat ‘

Kabupaten yang dlsebut Koordlnator kabupaten berkedudukan dl lbu Kota Kabupaten‘

et dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagal benkut

S 0




,Membenkan saran dan masukan kepada Tim Koordlna5| kabupaten dalam =
) menyukseskan keberhasrlan Program Pemberdayaan Desa (PPKMP)
. Memberikan bantuan teknls yang dlbutuhkan dalam- pelaksanaan Dana Usaha
,DesaIKelurahan serta keglatan bldang sektoral , . ,
C. Membenkan saran dan pertlmbangan terhadap kuahtas teknls dan kelayakan ekonoml -
usulan kegiatan serta proses verifi kasr :
. Menyusun pnontas kebutuhan pelatlhan pengembangan paket-paket pelatlhan yang -
. ktepat bagi pengelola UEDIK kelompok masyarakat kader pembangunan masyarakat
dan masyarakat umumnya dltlngkat kabupaten ‘ N
Bersama - satgas Kecamatan membantu forum Musyawarah Perencanaan |
VPembangunan (Musrenbang) Kecamatan dlpnontaskan yang desa/kefurahan‘
mendapatkan alokasi dana DUDIK jumlah besar dan menglkutl Musrenbang di tmgkat
~ kabupaten. : L = '
Melakukan supervrsr dan monltonng untuk memastlkan prosedur Dana Usaha
Desa/Kefurahan dqalankan dengan baik dan benar N ‘ ; _
Membuat Iaporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan dan drsampalkan kepada
v Sekretanat BPM-PD Kabupaten Bengkahs dengan tembusan Bupatl mela\ur Tim
Koordinasi PPKMP. R i TR :
“h. Membuat laporan rndrvrdu bu!anan dan drsamparkan kepada Sekretanat BPM-PD
‘ kabupaten bengkahs 7 A I :
xMembantu menyrapkan merekap dan menyempumakan dokumen RPJMDes dan
~ RPTD/K untuk selanjutnya dlbawa pada musrenbang Kabupaten .
Membenkan saran dan petunjuk mengenar upaya—upaya yang per!u dr!akukan agar k |
program tetap berfungsr secara berkelanjutan i o R
,Memfasmtasr kepada mstansr Tekms dalam penerapan teknologr baru yang berkaitan
~dengan petaman petemakan penkanan perkebunan dan Iarn lain ‘dalam rangka
memngkatkan produkt:f itas dan kuahtas, untuk memngkatkan kese;ahteraan'
masyarakat AT e o ' :
\ Memfasrhtasr rapat koordmasr PPKMP bulanan dl kabupaten
. Memfasﬂrtasr janngan kemrtraan dengan dunla usaha dan swasta untuk mendukung

' ‘ pengembangan keglatan PPKMP terutama kegnatan Dana Usaha Desa/Kelurahan. -

) Melakukan evalua3| kmer]a terhadap Pendampmg DesaIKeIurahan secara penodrk
J dan melaporkan kepada sekretanat BPM—PD iy i. ‘

. Membantu penyelesalan permasalahan yang ter]ad| sepertl tunggakan plnjaman
penyalahgunaan wewenang, segala yang bertentangan PEDUM dan JUKNIS serta
peraturan yang bedaku EE ~ ‘ . '

. . Memfasilitasi pelatlhan dengan dlnas terkalt d| kabupaten sesuai dengan kebutuhan o
didesa dan kecamatan dalam menunjang program PPKME’ untuk pemanfaat UED/K - -
~ serta masyarakat ‘ V ' L

Koordlnator Kabupaten bertanggungjawab kepada Sekretanat BPM PD dalam S

’ menyukseskan PPKMP

‘,_‘ : 71,1.4‘ |



‘ Melakukan venf kaS| Iaporan program dan Iaporan mdlvrdu yang dibuat oleh

Pendampmg Desa L , ; S : .
Mengikuti rapat koordmasn bulanan di Kabupaten dan rapat laln yang dlanggap perlu

Merekap1tu|asr data masyarakat mlskln untuk dlkoordlnaSIkan tingkat Kabupaten dan

BPM-PD.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program dlrekrut tenaga pendampmg

- fasilitator di tingkat Kecamatan yang dlsebut Koordlnator Kecamatan yang berkedudukan dly '

‘ lbu kota Kecamatan Tugas dan Tanggungjawab sebaga| benkut

a.

Membenkan saran dan masukan kepada T|m KoordrnaSI Kabupaten dalam
menyukseskan keberhasﬂan Program Penmgkatan Keberdayaan Masyarakat .
Perdesaan (PPKMP) ', o Gnie : ' ' |
Memberlkan bantuan tekhms yang dlbutuhkan pendamplng desa dalam pelaksanaan' )
Dana Usaha Desa/Kefurahan serta kegratan brdang sektoral/pembangunan |

- Membenkan saran dan pertumbangan terhadap kualitas tehms dan kelayakan usaha_ '

keglatan ekonomr seﬂa proses venﬁkasr di tmgkat desa

Menyusun pnontas kebutuhan pelatlhan pengembangan paket-paket pelatlhan yang
tepat bagi Penge!ola UED/K-SP kelompok masyarakat Kader Pembangunan
Masyarakat dan masyarakat umumnya dntmgkat kabupaten dan dnkoordlnaS|kan‘ s

v dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa

Bersama Satgas Kecamatan membantu forum Musyawarah Perencanaan‘

» Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan meng:kut: Musrenbang di tmgkat
Kabupaten. L ‘ S

Melakukan supervrsr dan momtonng untuk memast\kan prosedur Dana Usaha
Desa/Kelurahan dualankan dengan baik dan benar ‘ _
Membuat laporan bulanan tentang pe!aksanaan kegratan dan drsamparkan kepada‘
Koordinator Pendamplng Kabupaten untuk direkap dmngkat kabupaten

Membuat Laporan Kegtatan Hanan yang dlketahm koordinator kabupaten dengan
tembusan kepada Sekretanat Pembmaan PPKMP Kabupaten (BPM PD).

Membantu menyrapkan merekap dan menyempumakan dokumen RPJM dan
RPTD/K tlngkat kecamatan untuk selanjutnya dibawa pada musrenbang Kabupaten.
Memberikan saran dan petun;uk mengenal upaya-upaya yang perlu dilakukan agar
program tetap berfun95| secara berkelanjutan R

Memfasilitasi rapat koordlnasr PPKMP bulanan dl kecamatan. e

Memfasﬂutasu Janngan kemltraan dengan duma usaha dan swasta untuk mendukung’
pengembangan keglatan PPKMP terutama keglatan Dana Usaha DesalKeIurahan '

Melakukan evalua3| klnerja terhadap Pendamplng DesaIKeIurahan secara penodlk iR ‘

dan melaporkan kepada Koordlnator kabupaten L 3
Membantu penyelesalan permasalahan yang ter]ad| sepertl tunggakan plnjamanA

penyalahgunaan wewenang. segala yang bertentangan PEDUM dan JUKNIS serta '
peraturan yang berlaku EL Gl e SR




Membantu memfasmta5| pelatlhan dengan dlnas terkart dr kabupaten sesuai dengan |
" kebutuhan dldesa/kelurahan dan kecamatan dalam menunjang ‘kegiatan PPKMP

- untuk pelaku PPKMP dan pemanfaat UEDIK serta masyarakat v ‘
"Koordlnator Kecamatan bertanggungjawab kepada Koordrnator Kabupaten dalam

Melakukan - Venf kasr laporan program dan Iaporan mdrvrdu yang dibuat oleh
Pendamplng Desa/Kelurahan serta Iaporan program dan laporan mdrvrdu yang drbuat»

- oleh koordlnator kecamatan. _ L
‘Mengikuti rapat koordinasi bulanan dl kabupaten dan rapat Iam yang dlanggap penu

dengan berkoordrna3| dengan Koordlnaor Kabupaten

' Merekaprtulasr data masyarakat mlskm untuk dlkoordlnaSIkan d| tlngkat Kabupaten

(2) Dalam rangka menunjang ke}ancaran peiaksanaan program drrekrut tenaga pendampmg

‘untuk membantu penlngkatan kemampuan kelembagaan perencanaan pembangunanﬂ

wilayah serta bantuan keahlian’ khusus yang drsebut dengan Pendampmg Desa/Kefurahan‘

Dengan Tugas dan Tanggungjawab sebagal berikut :

a.

Melapor dan me\akukan koordmasr dengan Tlm Koodmasr Kabupaten ‘Camat, Aparat ;

: Desa/kelurahan

Melakukan sosrahsasr PPKMP kepada aparat Desa/Kelurahan tokoh masyarakat dan

. ‘masyarakat

Melakukan - 1dentrﬁkasr karaktenstrk (sumberdaya manusxa keiembagaan dan
ekonomi) desa/kelurahan ’ : ;
Mengumpu!kan memvenf kasr vahdasr se!uruh data penduduk mrskm dari berbagar ‘

'sumber yang ada kemudlan dlkoordlnasr dengan Aparat DesalKeIurahan selanjutnya :

dilaporkan kepada Koordmator Kecamatan untuk drsamparkan kepada Koordinator
Kabupaten. N RhER o ‘
Memfasrhtasr forum musyawarah desa/kelurahan dan forum pertemuan kelompok I

‘RT/RW/ Dusun

Melakukan kajtan terhadap potensr desalkelurahan

«Membenkan bantuan tehms yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha

Desa/Kelurahan dan mfrastruktur sarana dan prasarana pembangunan desa.
Memenksa dan memberikan masukan terhadap kualrtas tehms dan kelayakan

ekonomi usulan keglatan serta proses venﬁkasr

Membantu menylapkan dan’ menyempumakan dokumen keglatan Dana Usahar
DesaIKelurahan serta pembangunan ' '

o Memfasrhtasn pembuatan

) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa[Kelurahan
(RPJMDes/KeI) - _ L e '
¢ Rencana Pembangunan Tahunan DesalKelurahan (RPTDesIKe!)
e Profil Desa/Kelurahan -
e Proﬁl UEDIK—SP oleh pengelola Z

13' ‘



MemfaS|l|taS| penyelesalan masalah-masalah yang tenadl d| desalkelurahan dan
melaporkan semua permasalahan yang terjadl d| desalkelurahan kepada Koordinator :
Kecamatan dan Koordlnator Kabupaten : ' '

. Melakukan pemblnaan dan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat e

~ miskin sehmgga layak untuk dlbenkan plnjaman dan dapat menjalankan usaha..
. Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan baik dan benar. .,
Melakukan verlf kasn terhadap plnjaman dan pemlnjam bahwa yang bersangkutan i .
benar memmjam dan memanfaatkan dana UED/K ‘ 5 j
. Sebelum pencairan Dana Usaha Desa (DUDIK) terleblh dahulu menyusun skala
pnontas pencalran dana dan dlkoordmaS|kan dengan Koordmator Kecamatan dan .
KoordmatorKabupaten ' s R e '
Melakukan Pemblnaan Momtonng dan EvaluaSI pada pemanfaat dana UED/K—SP

‘9. Membantu mengembangkan po’tensr desaIKeiurahan melalm ker]asama dengan

Dinas dan lnstanS| terkait serta dunia usaha yang ada ,
Membantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa/kefurahan sesuar
petunjuk Tim KoordlnaS| Kabupaten dan kecamatan 5

Memfasxhta& pelaksanaan rakor bu‘anan dldesalke\urahan o
Membuat Laporan keglatan hanan (absensn reallsa3| dan rencana kerja). yang .

- .. diketahui o!eh kepala desa dan koordmator kecamatan untuk drsamparkan kepada .

" Koordinator Kabupaten setlap bulan selanjutnya dlserahkan kepada Sekretanatg 5
- PPKMP Kabupaten (BPM-PD) A =
. Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan keglatan dan dlsampalkan kepada ‘
Koordinator Kecamatan dan Koordmator Kabupaten dengan tembusan kepada,'
~ Kepala Desa/Lurah dan Camat. | e ki .
' Membuat Iaporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskm setsap bulan

. Membuat laporan tahunan dan dlsampalkan kepada Koordlnator kecamatan dan
* Koordinator kabupaten ‘ B , e .
Bertanggungjawab terhadap kwahtas pelaksanaan tugas-tugas yang dllaksanakan
sesuat dengan ketentuan yang ada ‘ |

’ Pasal 7

(1) Petugas Pendamplng DesaIKeIurahan dan Koordlnator Pendamplng Desa dlbenkan bantuan_ :

tunjangan penghasnlan beban keqa

(2) Bantuan tunjangan penghasnlan beban kerja sebagalmana tersebut pada ayat (1) dibayarkan

- setiap bulan selama 12 bulan dan pelaksanaan pembayaran mulal dan bulan Januari sampar

o dengan Desember.

(3) Besar batuan tun;angan penghasnlan beban ker]a sebagalmana tersebut pada ayat. (1)

sebagal berikut:
a. Pendamping Desa/KeIurahan Rp 3. 500 000 perbulan
b Koordinator Kecamatan Rp 4.000 00(),~ perbulan v 'j
c Koordinator kabupaten Rp 5 000 000 perbulan




: “*?,(4) Besarnya honoranum Trm Pengarah dan “Tim Pelaksana Kabupaten dratur lebih Ianjut :

dengan Keputusan Bupatl ‘

BAB IV

PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
| Pasal8

- (1) Pelaporan pelaksanaan program menglkutl prosedur yang ada drlakukan dengan cepat dan o

tepat dan mlmmal harus menglnforma3|kan hal-hal sebagal berikut : 8

- a. Persrapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat o S

b Perkembangan penggunaan dana dari berbagal Jems kegratan yang tenncr dalam{f |

7 : komponen dan kategorl serta sumber pemblayaan program f " =

c. Perkembangan pelaksanaan kegratan dan keuangan . S .

d. Permasalahan—permasalahan yang dlhadapr dan ‘Iangkah'-langkah yang akan

,dltempuh i R L : : e A SRR

-'(2) Pelaporan merupakan proses penyaluran mformasr dan satu jenjang kepada jenjang
diatasnya, informasi akan berguna apablla o Hlw
~ a. Sesuai dengan kebutuhan (terkart dengan tugas dan tanggungjawab penenma
Laporan). gL A B ’ UL
b Tepat waktu Akurat Berasal dan sumber yang tepat

(3) Peiaporan UEDIK-SP Ketua Pengelola UEDIK-SP melaporkan perkembangan pelaksanaan i

kegiatan dan keuangan kepada Kepala Desa/Kelurahan ‘dengan tembusan kepada

Pendamprng Desa setrap bulannya drsamparkan pada akhrr bulan berjalan Laporan bulanan e I o

UED/K-SP meliputi - .
~a. Laporan keuangan lengkap ,

Laporan perkembangan plnjaman dan pengembahan 7

. Laporan permasa!ahan yang drhadapr dan langkah penanganan ;
Copy rekenlng ; X Ex : L

“Jumlah danj jenrs usaha serta besarnya prnjaman

Jumiah kelompok dan anggota pemanfaat

Rencana ker]a dan reahsasr kegratan UED/K

T a ~oe .a'.d.cr

Perkembangan_kegratan simpan plnjam anggota.\j

(4) Pembinaan ,pengawasan dan ‘pengend‘al‘ian atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan -

APBDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa PPTK, Pendamplng Desa Pelaksana Keglatan”.‘ ;

Fisik, Penanggung Jawab AdmlnlstraS| Keuangan Koordlnator Kecamatan dan Korcf nator
Kabupaten : ' : ' ' ]




'(5) Alokasr Dana Desa ( ADD ) yang merupakan dana perlmbangan dari pemerlntahan

Kabupaten kepada VPemenntahan :Desa‘ dalam - melaksanakan _penyelenggaraan
pemerintahan dan pembérdayaan maSyarakat. ‘ ’ '

_ (6) Alokasi Dana Desa’ berasal dan APBD yang bersumber dan bagran dana penmbangan |
keuangan pusat dan daerah yang dltenma oleh kabupaten untuk Desa palrng sedikit 10%
(sepuluh persen). . : : ‘ A A R

Pasal 9
(1) Pemantauan adalah keglatan pengumpulan rnformaS| yang drlakukan secara penodlk untuk
- memastikan apakah suatu keglatan sudah dllaksanakan sesuar ‘dengan rencana_
- Pemantauan adalah proses yang dllakukan secara terus menerus kontmyu sepanjang e
; penode program. ‘ : R e s ‘ «
' (2) Pelaku Pemantauan dapat dllakukan oleh semua prhak terutama oleh pelaku pelaku program »
a. Aparat Pemenntah pada berbagar tingkatan (T im Koordlna5| Pembinaan -dan
| Pengendalran IKabupaten Camat Kades/Lurah) ‘ ' '
fAnggota DPRD Kabupaten N
BPM-PD. [ e
~Koordinator KabUpatén.
BPD. |
Masyarakat DesaIKelurahan

-Lembaga yang drtugaskan khusus untuk meiakukan pemantauan : '

e meaeE

"Oleh plhak laln yang mempunyar kepentmgan

_ Pasal 10

(1) Keglatan evaluasi dlmaksudkan untuk- mengukur sejauh mana perkembangan Ikemajuan
yang telah dlcapal dalam pelaksanakan program selama perrode tertentu. Evaluasr dapat
‘ drlakukan secara parsral atau ‘secara. menyeluruh seluruh aspek pelaksanaan PPKMP yang
memuat data serta analisa yang menyeluruh srstematls serta objektlf untuk mengukur
tlngkat keberhasﬂan PPKMP sebagal sebuah program unggulan dalam mendukung upaya
menanggulangi masalah Kemlsklnan dan Ketemnggalan lnfrastruktur di Kabupaten |

Bengkalis. LA L T :

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11 : ,
(1) Bagr pendamprng Desa/KeIurahan dan Koordlnator dalam pelaksanaan tugas dllapangan
: yang dianggap berprestasr akan drbenkan penghargaan s RN R
’ (2) Bagr pendamplng DesalKelurahan dan’ Koordrnator dalam pelaksanaan tugas yang trdak v -,ff \ :
- sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi. ; . b
(3) Kriteria untuk penetapan pembenan penghargaan dan pengenaan sank3| sebagal benkut

e




a. Pendamping Desa/Kelurahan yang tepat waktu menyerahkan pelaporan diberikan
penghargaan, bagi yang tidak tepat waktu menyerahkan pelaporan akan diberikan
sanksi.

b. Pendamping Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, maupun berupa pemberhentian
secara tidak hormat.

(4) Kriteria untuk penetapan pemberian sanksi administratif maupun pemberhentian secara tidak

hormat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

. Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 30 Pzemece 2o

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

B

— Drs.HAASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR Sy
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